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ABSTRAK

Ika Saprianti Butar-Butar. 1702060005. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum
Adat dalam Perkawinan Semarga pada Suku Batak Toba. Medan : Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pancasila
danKewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jl
Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam
dan Hukum Adat dalam perkawinan semarga pada suku Batak Toba. Sumber data
dalam penelitian ini adalah buku-buku, Al-Qur’an, jurnal danwawancara. Metode
yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif,instrumen dalam penelitian ini
adalah wawancara dan dokumentasi.Variabelpenelitian ini menggunakan buku-
buku yang berhubungan dengan Hukum Adat.Dari hasil penelitian yang diperoleh
informasi bahwasannya berdasarkan Hukum Islam larangan perkawinan semarga
tidak sesuai dengan Hukum Islam karena saudara semarga tidak termasuk dalam
orang-orang yang haram untuk dinikahi menurut Al-Qur’an dan Hadist. Dengan
demikian dapat dikatakan perkawinan semarga dikatakan boleh (mubah) tidak
adanya larangan perkawinan semarga yang akan mengakibatkan hancurnya
kehidupan masyarakatnya. Tidak lepas dari tujuan syariah yaitu kemaslahatan
atau kesejahteraan umat manusia, baik untuk jangka pendek maupun jangka
panjang. Dan dalam Islam dibolehkan melakukan perkawinan apabila perkawinan
itu membawa ke arah kebaikan dan perbaikan. Sedangkan pada Hukum Adat
perkawinan semarga tidak diperbolehkan karena dianggap tindakan menyimpang
di Adat Batak Toba, sebagai satu keturunan, satu nenek moyang, dan satu perut
(sabutuha) kemudian dari adanya tarombo atau silsilah marga maka dari itu para
leluhur dahulu mengatakan marga itu untuk mengetahuinya jenjang keturunan dan
yang semarga itu sampai kapanpun adalah saudara kandung.Hal ini didasari oleh
kebiasaan-kebiasaan atauadat istiadat yang menjadi tradisi bagi masyarakat adat
batak toba khususnya dalamhal perkawinan.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia memiliki banyak keberagaman suku dan budaya. Yang
mana letak dari geografis nya yang membentuk tingkah pola kepulauan yang
menyebabkan perbedaan-perbedaan dalam tingkah laku masyarakatnya. Hal ini
dapat kita lihat bahwa Indonesia memiliki banyak suku-suku, salah satu
contohnya adalah suku Batak. Batak merupakan suku yang terletak di Sumatera
Utara. Dalam hal ini suku batak memiliki warisan yang telah turun temurun dari
nenek moyang yaitu adanya larangan melakukan perkawinan satu marganya. Hal
tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemurnian keturunan berdasarkan system
kekerabatan pada suku Batak Toba. Karena nilai budaya dari suku Batak Toba
sangat tinggi pengaruhnya dalam Kkesosialan antar masyarakatnya demi
mewujudkan kehidupan yang damai dan menghindari suatu ketimpangan adat.

Di dalam hukum islam pernikahan merupakan ketentuan yang telah
disyari’atkan oleh Allah SWT bagi kaum muslimin yang telah memenuhi syarat
dan rukunnya. Pernikahan merupakan sunnatullah yang tidak hanya disyari’atkan
untuk manusia saja, tetapi untuk semua makhluk baik itu hewan maupun tumbuh-
tumbuban. la adalah satu cara yang dipilih allah SWT, sebagai jalan bagi
makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya(Abidin Slamet,

1999).



Dalam hukum perkawinan Islam, dikenal sebuah asas yang disebut
selektivitas. Artinya, bahwa seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan
terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa boleh menikah, dan dengan siapa
terlarang untuk menikah.

Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar
aturan-aturan yang ada. Terutama bila perempuan yang hendak di nikahi ternyata
terlarang baginya, yang dalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang
dinikahi).

Peraturan tentang pernikahan tidak diukur dalam Islam saja, tetapi dalam
hukum adat juga terdapat aturan yang sifatnya local, berlaku disetiap daerah.
Aturan tersebut bahkan lebih spesifik mengatur hukum pernikahan, dimana
hukum Islam sendiri tidak mengaturnya.Hukum adat suku Batak Toba mengatur
seluruh peristiwa kehidupan dalam masyarakatnya tanpa memandang panutan
agama, termasuk penerapan perkawinan eksogami (perkawinan diluar kelompok
marga).

Pergeseran beberapa nilai adat Toba oleh masyarakat suku Batak Toba yang
beragama islam diyakini sebagai fungsionalitas Al Quran dan Hadis yang
terwujud sebagai hukum mutlak yang harus dipatuhi dalam kehidupan. Selain hal
tersebut terdapat beberapa Batak Toba yang tidak sesuai dengan hukum dalam
Islam.Sehubungan dengan itu, ketertarikan peneliti untuk membahas “Tinjauan
Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan Semarga pada Suku Batak
Toba” untuk meninjau lebih jauh seperti apa hukum Islam menilai larangan

pernikahan semarga dan seperti apa hukum Adat menilai perkawinan semarga



yang dianut oleh masyarakat suku Batak Toba. Dalam hal ini penulis mengambil
judul tersebut untuk mengetahui masalah-masalah dan kejadian yang ada di
sekitar lingkungan saya yang banyak nya perkawinan semarga tersebut.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas dalam sebuah penelitian perlu
ditentukan ruang lingkup masalah yang akan diteliti, hal tersebut ditentukan agar
peneliti menjadi terarah dan lebih mendalam analisisnya. Identifikasi dalam hal
ini yaitu :
1.  Perkawinan semarga dalam Suku Batak Toba adalah sebuah hal yang
mustahil diakui keberadaannya
2. AlQur’an dan Hadis mewujud hukum mutlak yang wajib dipatuhi oleh
Islam
C. Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan identiifkasi masalah sebagaimana telah
diuraikan, agar tujuan penelitian menjadi jelas perlu dilakukan pembatasan
masalah yang diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah
“Perbedaan pemahaman antara hukum Adat dan hukum Islam dalam Perkawinan
Semarga pada Suku Batak Toba.
D. Rumusan Masalah
1. Bagaimana peraturan perkawinan semarga menurut hukum Islam ?
2. Bagaimana peraturan perkawinan semarga menurut hukum Adat ?
E.  Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berguna untuk mengetahui



1. Untuk mengetahui peraturan perkawinan semarga berdasrkan Hukum Islam

2. Untuk mengatahui peraturan perkawinan semarga berdasarkan Hukum Adat

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini selesai dilaksanakan diharapkan dapat menambah manfaat :

1. Secara Teoritis
Hasil penelitian diharapkan  dapat memberi manfaat pengembangan ilmu
pengetahuan pada umumnya dan bahan penambahan pustaka mengenai Tinjauan
Hukum Islam dan Hukum Adat dalam perkawinan semarga pada suku batak toba.
2. Secara Praktis
a. Mengetahui tinjauan hukum islam dan hukum adat pada perkawinan semarga
b. Agar masyarakat mengetahui peraturan yang menjadi pertimbangan atas
perkawinan semarga
c. Memberikan masukan kepada masyarakat yang bimbang mengenai

perkawinan semarga di daerah masing-masing.



BAB Il
STUDI KEPUSTAKAAN

A. Deskripsi Teoritis
1. Hukum Islam
a. Pengertian Hukum Islam

Secara etimologis, kata hukum berasal pada kataz<< yang menolak, dari
sinilah terbentuk katas~<» yang berarti menolak kelainan/penganiayaan. Adapun
secara termmenologis ulama usul mendefanisikan hukum dengan titah Allah yang
berkenaan  dengan  perbuatan  orang-orang  mukallaf, baik  berupa
tuntutan,pilihan,maupun larangan. Sedangkan ulama fikih mengartikan dengan
efek yang dikehendaki oleh titah Allah dari perbuatan manusia, seperti wajib,
haram dan mubah.

Selain defenisi yang ditemukan tersebut, kata hukum mengandung
pengertian yang begitu luas, tetapi secara sederhana, hukum adalah seperangkat
peraturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh satu
negara atau kelompok masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh

anggotanya.

Hukum Islam merupakan istilah khas diindonesia, sebagai terjemahan dari
al figh al-islam atau dalam konteks tertentu dari as-syarifah al-islamy. Dalam
wacana ahli hukum Barat istilah ini disebut islamic Law. Penyebutan hukum
islam sering dipakai sebagai terjemahan dari syariat islam atau figih islam.
Apabila syariat islam diterjemahkan sebagai hukum islam (hukum in abstraco),

maka berarti syariat islam yang dipahami dalam makna yang sempit. Kajian



syariat islam meliputi aspek i’tiqadiyah, khuluqiyah dan amal syariah. Sebaliknya
bila hukum islam merupakan terjemahan dari figih islam, maka hukum islam

termasuk bidang kajian ijtihad yang bersifat dzanni.

Pada dimensi lain penyebutan hukum islam selalu dihubungkan dengan
legalitas formal suatu negara, baik yang telah terdapat di dalam kitab-kitab figih
maupun yang belum. Jika demikian adanya, kedudukan figih islam bukan lagi
sebagai hukum islam in abstraco (pada tataran fatwa atau doktrin) melainkan
sudah menjadi hukum islam concreto (pada tataran aplikasi atau perbumian).
Hukum islam secara formal sudah dinyatakan berlaku sebagai hukum positif,
yang berarti bahwa aturan yang mengikat dalam suatu negara

“Hukum Islam adalah hukum seperti yang dipahami oleh para fuquha
(figh) sepanjang masa. Oleh karena itu hukum Islam sebenarnya dapat dikemas
sebagai sesuatu masa. Oleh karena itu hukum Islam sebenarnya dapat dikemas
sebagai sesuatu yang dapat dikembangkan melalui interperetasi, yang sangat
bermanfaat bagi pengembangan pengakajian serta pengetahuan yang bersifat
ilmiah, maupun bagi pemahamann masalah hukum untuk dipedomani dalam
hidup berbangsa dan bernegara” (Daulay dan Naimi,2012:2).

Pada hakikat hukum Islam adalah ketentuan perintah dari Allah baik yang
wajib, haram, sunnah, makruh maupun mubah. Hukum Islam bersumber dari ayat
Al-Qur’an dan Hadis. Setiap perintah yang dianjurkan oleh Allah SWT memiliki
hukum vyang berbeda-beda. Hal tersebutlah yang menentukan bagaimana
seharusnya sikap umat islam dalam menjalani ketentuan tersebut. Bersumber dari

hal itu agar keseluruhan umat Islam menjadi manusia yang berilmu, sebelum



menjalani satu amalan, ada baiknya jika mencari tahu terlebih dahulu apa hukum
yang mendasarinya.

b. Sumber Hukum Islam

Kata-kata sumber dalam hukum Islam merupakan terjemah dari kata
mashadir
yang berarti wadah ditemukannya dan ditimbanya norma hukum. Sumber hukum
Islam yang utama adalah Al Qur*an dan sunah. Selain menggunakan kata sumber,
juga digunakan kata dalil yang berarti keterangan yang dijadikan bukti atau alasan
suatu kebenaran. Selain itu, ijtihad, ijma®, dan giyas juga merupakan sumber
hukumkarena sebagai alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang

dikandung olehAl Qur“an dan sunah Rasulullah SAW.

Menurut (Iryani, 2017) sumber-sumber Hukum Islam sebagai berikut :

1. Al-Quran

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat
Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad
SAWmelalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang
berisiperintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya.
Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani
kehidupannya agar tercipta masyarakat yang ber akhlak mulia. Maka dari itulah,
ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu

syariat.



2. Al-Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu
yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku,
diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci
segala aturan yang masih global dalam Al-quran. Kata hadits yang mengalami
perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti
segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari

Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

3. Ijma’

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman
Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama dan ijma’yang dapat dipertanggung
jawabkan adalahyang terjadi di zaman sahabat,dan tabi’uttabiin (setelah tabiin).
Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak,
dan perselisihan semakin banyak,sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua

ulama telah bersepakat.

4. Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits menjelaskan
sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara
membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui
hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai
suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode

untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya



yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka

hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.

c. Asas-Asas Hukum Islam

Asas Dberasal dari kata asasun yang artinya dasar, basis, pondasi.
Secaraterminologi asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar.
Jikadihubungkan
hukum, asas adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir
danalasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas
hukumberfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang
berkenaan dengan hukum. Berdasarkan tuturan Jamaluddin (2013: 11-16) bahwa
asas hukumlslam terdiri dari atas, meniadakan kesempitan, menyedikitkan beban,
berangsurangsur dalam menetapkan huku, Sejalan dengan kemashalatan manusia

danmewujudkan keadilan yang merata.

(Hamzani, 2018) asas- asas hukum Islam yang bersifat umum terdapat dalam

semua bidang hukum Islam ada tiga macam, yaitu:

1. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam.
Demikian pentingnya sehingga ia dapat disebut sebagai asas semua asas hukum
Islam. Asas keadilan mendasariproses dan sasaran hukum Islam
Keadilanmerupakan nilai paling asasi dalam ajaran Hukum Islam. Menegakkan
keadilan dan memberantas kezaliman merupakan salah satu tujuan diturunkannya

wahyu. Keadilan diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaanKeadilan
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dalam hukum Islam bukan mendasarkan semata-mata pada prinsip- prinsip yang
dikembangkan oleh manusia. Nilai-nilai keadilan bersumber dari prinsip- prinsip
yang sangat kuat dan hakiki yaitu berasal dari Allah Swt. Keadilan dalam hukum
Islam bersumber pada Allah Swt. karena itu adalah sifat-Nya, dan dilakukan
kepada sesama manusiaKeadilan merupakan norma utama dalam seluruh aspek
duniamanusia. Hal ini dapat ditangkap dalam pesan al-Qur’an yang menjadikan
adil sebagai tujuan agama. Tuntutan-tuntutan yang dibebankan al-Qur’an terhadap
individu-individu untuk menegakkan keadilan sangat luar biasa dan
mentransendenkan semua ikatan sosial. Meskipun keadilan merupakan sesuatu
yang harus diperjuangkan demi diri sendiri, lebih penting lagi, harus
ditegakkan dengan memperhatikan hak-hak orang lain apakah risikonya bagi

seseorang atau komunitasnya.

2. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa tidak ada
satuperbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan
yang ada dan berlaku pada perbuatan itu.Kepastian hukum hanya dapat dijelaskan
secara normatif, bukan sosiologi. Secara normatif kepastian adalah ketika suatu
peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan
logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis
dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak
berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan
dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau

distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum
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yangjelas, tetap, konsisten dan konsekuen vyang pelaksanaannya tidak
dapatdipengaruhi olehkeadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.Asas kepastian
hukum sangat dekat dengan asas legalitas. Artinya, untuk menertibkan sesuatu,
harus jelas aturannya dan diketahui oleh masyarakat. Apabila di dalam hukum itu
ada larangan, maka yang dilarang itu sudah jelas. Demikian pula apabila ada
sanksi atas larangantersebut sudah dicantumkan secara tegasAsas kepastian
hukum diperlihatkan contohnya oleh Allah Swt. Hukum yang berasal dari Allah
Swt. sebagai otoritas tertinggi dalam pandangan Islam yang akan diterapkan
dalam masyarakat harus disampaikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat itu

untuk dipedomani dan dilaksanakan dalam kehidupan mereka.

3. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan merupakan asas yang mengiringi asas keadilan dan
kepastian hukum. Pelaksanaan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogyanya
dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan sendiri,
maupun kepentingan masyarakat. Kemanfaatan hukum berkorelasi dengan tujuan
pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi
kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang
berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya.
Putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum
dan perkembangan ilmu pengetahuan. Penerapan ancaman pidana mati terhadap
seseorang yang melakukan pembunuhan misalnya, dapat dipertimbangan
kemanfaatan penjatuhan pidana itu bagi diri terdakwa sendiri dan bagi

masyarakat. Apabila pidana mati yang akan dijatuhkan itu lebih bermanfaat bagi
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kepentinganmasyarakat, pidana itulah yang dijatunkan. Apabila tidak
menjatuhkan pidana mati lebih bermanfaat bagi terdakwa sendiri dan keluarga
atau saksi korban,ancaman pidana mati dapat diganti dengan pidana denda yang

dibayarkan kepadakeluarga terbunuh.

d. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pernikahan berasal dari kata an-nikh dan azziwaj yang memiliki arti
melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggema atau bersetubuh.
Pernikahan dalam istilah ilmu figih disebut ( z!' 5) ,(z & ( keduanya berasal dari
bahasa arab. Nikah dalam bahasa arab mempunyai dua arti yaitu ( s-s! o= ( baik
arti secara hakiki ( o= ( yakni menindih atau berhimpit serta arti dalam kiasan (
¢l | ( yakni perjanjian atau bersetubuh. “Dalam pengertian yang luas pernikahan
adalah pengertian suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan,
untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang
dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat islam” (Rifa“l 1978: 463).
Sebagaimana ibadah lainnya, pernikahan memiliki dasar hukum yang

menjadikannya disarankan untuk dilakukan oleh umat islam.

Perkawinan juga disebut pernikahan yang berasal dari bahasa Arab
yaitu nakaha yang pempunyai arti mengumpulkan, saling memasukkan dan
digunakan untuk arti bersetubuh (wathi’). Nikah menurut arti asli adalah
hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad
(perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara

seorang pria dengan seorang wanita(Ramulyo Mohd Idris, 2002). Kata nakaha
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banyak terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti nikah atau kawin, seperti surat An-

Nisa’ ayat: 22
< o - sac ) _ ¢ @ on .. % P 134{ P : z,
V3 1A L &85 2850 20 oL Y1 e 3 Gk £ 40) 8 Lnald Uha sl Yo

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi
oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh,
perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang

ditempuh).

Dari dua pengertian tersebut di atas dibuat hanya melihat dari satu
segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki

dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi halal (Ghozali, 2010).

Dari beberapa pendapat mengenai pengertian perkawinan tersebut banyak
beberapa pendapat yang satu sama lain berbeda. Tetapi perbedaan tersebut
sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-
sungguh antara pendapat satu dengan pendapat lainnya. Perbedaan tersebut
hanya keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yangsebanyak-

banyaknya dalam merumuskan pengertian perkawinan di pihak yang lain.

Adapun syarat dalam pernikahan adalah merupakan dasar bagi sahnya
perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi maka sah perkawinan
itu dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Dalam
hal hukum  perkawinan, dalam menentukan mana yang rukun

dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang mana
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perbedaan tersebut tidak disebut substansial. Perbedaan di antara pendapat
tersebut disebabkan karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu.
Semua ulama sepakat dalam hal-hal yang terlibat dan harus ada dalam

suatu perkawinan yaitu :(Ghozali, 2010).
1) Akad nikah
2) Mempelai laki-laki dan perempuan,
3) Wali
4) Dua orang saksi
5) Mahar atau mas kawin

Adapun dasar hukum pernikahan berdasarkan Al Qur*an dan Hadits

adalah sebagai berikut:

G Jes &1 GV L el 3Gy O350 Ge oLl 2l 7 A 4 (e 5l 6

15 Y 1 3leas 0 a1 65l

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan
kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa)
dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan
perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya
kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya

Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (QS An-Nisaa: 1).
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Meskipun dalam pernikahan telah dipenuhi syarat dan rukun
perkawinan belum tentu perkawinan itu sah, karena pernikahan tersebut harus
lepas dari segala hal yang menghalanginya dan disebut juga larangan perkawinan.

Sedangkan larangan perkawinan dalam pembahasan ini adalah orang-orang yang
tidak boleh melakukan perkawinan.

1) Berlainan Agama
V3 1AKE 8 (A a3 & AR5 A i 02 484 515 (sl 6 V5 1A
S8l (a1 © Bl i R o o8 315 isel B il 625 Y W
S5 el kel L B G gl L 2l 6 R
“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelummereka
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita
musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan jangan lah kamu menikahkan orang-
orang (dengan wanita-wanita mukmin) hingga mereka beriman. Sesungguhnya
budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.
Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan
dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya)
kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Q.S Al-Bagarah (22) ).
2) Hubungan Darah Yang Terlampau Dekat
Dari kacamata ilmu kedoktteran (kesehatan keluarga). Perkawinan antara
dua keluarga yang berhubungan darah yang terlalu dekat itu akan mengakibatkan

keturunannya kelak kurag sehat dan sering cacat bahkan kadang-kadang

inteligensinya kurang cerdas(Ramali, 2000).
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St e adal &g 2881, b 5 AL Gy 9 By A4 2l 23
i) AT, G2 A LTl il Sl 1 ol (8 54 (i A o i G
15856 283 (g, b 208 2l T Q0a g AT G Ul 5 130035 G5 GEAY 1Y L 38
Gl B &) ) §8 13 L
“Diharamkan atas kamu (menikah) ibu-ibumu, anak-anakmu yang
perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu
yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak
perempuan dari saudara-saudara yang laki-laki, anak-anak perempuan dari
saudara-saudaramu yang perempuan sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-
anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri
yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan
diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan diharamkan
mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali
yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang. (Q.S An-Nissa: 23)”
3) Hubungan Sesusuan
Hubungan sesusuan adalah seseorang laki-laki dengan wanita yang tidak
mempunyai hubungan darah, tetapi pernah menyusu dengan ibu (wanita) yang
sama dianggap mempunyai hubungan sesusuan, oleh karenanya timbul larangan
menikah antara keduanya karena alasan sesusu (sesusuan) Tentulahakan timbul
persoalan lain yaitu beberapa kalikah menyusu itu atau berapalama
menyusuituyang menimbulkan laranganmenikah itu.Laranganiniminimal 5 (lima)

kali sampai kenyang setiap kali menyusu itu, dengan
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tidakdipersoalkankapanwaktu-waktumenyusuitu,apakahsehari itumenyusulima
kali atau berjarak dua atau tiga hari atau seminggu. Maka barulah timbullarangan
perkawinannya. Pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi“i denganpara
penganutnya. Larangan ini juga dijelaskan dalam Q.S An-Nisaa Ayat 23yang

bermaksud semua yang dipelihara oleh ibu yang sama meskipun tidaksekandung.

4) HubunganSemeda

Hubungan semenda artinya ialah setelah hubungan perkawinan
yangterdahulu, misalnya kakak adik perempuan dari istri kamu (laki-laki). Laki-
iaki (kamu) telah menikahi kakaknyayang perempuan atau
adiknyayangperempuan maka timbullah larangan perkawin antara suami dari
kakak adikperempuanitu dengan kakaknyaperempuan itu.

V5 15ASE L 285 50 Ga o V) L 38 Gali 2 ) 8 Laald Wy 5l o

“Danjanganlahkamumenikahiperempuan-
perempuanyangtelahdinikahiolehayahmu,kecuali(kejadian)padamasayangtelahla
mpau.Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk

jalan(yangditempuh). (Q.SAn-Nisaa:22)”

5) PernikahanPoliandri
Poliandri adalah seorang wanita yang sudah bersuami menikah
lagidenganlelakilain(belumcerai).Laranganpernikahanpoliandriditegaskan.
155 G &0 Jal 5 2 B0 ST a0 80 U Y1 ol e ialall 15455 5 240 5
LS8 L 8 i &) sl o3 ey el 5

“Dan  (diharamkan  juga atas kalian  untuk  menikahi)
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perempuanperempuanyangtelah bersuami...(Q.SAn-Nisaa:24)”

6) TerhadapWanitayangdiLi“an

Li"an adalah saling menjauh, yakni suami-istri saling menjauh
setelahterjadi /i"an selamanya. Li“an adalah sumpah suami bahwa istrinya
telahberzina (berselingkuh) dengan orang lain dan anak yang dilahirkan
istrinyaakibat zina (jika ada) bukanlah anaknya. Jika seseorang menuduh
istrinyaberzina tanpa bukti, maka ia telah melakukan qadzaf (<) dan berhak

mendapatkanhukumhadberupa80kalicambukan.
A & il ot ey Tl s 15k v sl i 45 sl aan 15
u’ 5 é; [ﬂ;bij \,
“Danorang-orangyangmenuduhwanita-wanitayangbaik-
baik(berbuatzina)danmerekatidakmendatangkanempatorangsaksi,makacambukla

h mereka (yang menuduh itu)delapan puluh kali cambukan. (Q.SAnNuur:4)”

7) MenikahiWanitaPezinaMaupun Laki-LakiPezina

Tujuan perkawinan sifatnya adalah suci. la harus dicegah dari segalaunsur
penodaan, pengotoran karena itulah ia menjadi lembaga
keagamaan.Haramlahyangtidakmelindungi,mengawaldanmengamankankesucian
perkawinan. Perkawinan yang didasarkan sekuler saja (menurut apa
adanyasaja,kebudayaansaja)tidakakandapat ~ menjagaatautidakakan ~ mampu

menjaga kesucian itu.
51 B0 (MG e 5 045 3, 5 ol 1 LA ¥ AN 5RS s 5 A

“Oranglaki-
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lakipezina,yangdinikahinyaialahperempuanpezinapulaatauperempuanmusyrik.Pe
rempuanpezinajodohnyaialahlaki-lakipezina pula atau laki-laki musyrik, dan
diharamkan demikian itu atas orang yang beriman(Q.S An-Nuur : 3)”

8) MenikahiMantanlstriyangTelahDitalakTiga

Seorangsuamiyangtelahmentalaktigamantanistrinya,tidakdiperkenankan
menikahinya kembali kecuali jika mantan istri telah dinikahioleh seorang laki-
laki lain dengan Syarat harus di campuri dulu oleh
suaminyakemudiandiceraikan,barulahsuamipertamabolehmenikahinyakembali. A
kan tetapi, dalam hal ini tidak boleh dilakukan secara sengaja, misalnya sisuami
berkata kepada orang yang akan menikahi istrinya “Saya izinkan kamumenikahi
mantan istriku, dan kamu boleh mencampurinya  kemudian

kamuceraikandiauntukku”. Tidakbolehadaunsurperencanaandalamhalini.

B8 1535 558 R 56 (e 0a 3 el 046 01 125 0 Lagle 154 3 il
O35 o A i 354 0 354 L & U
“Kemudianjikasisuamimentalaknya(sesudahtalakyangkedua),maka

perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suamiyang lain.
Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak
adadosabagikeduanya(bekassuamipertamadanistri)untukkawinkembalijikakedua
nya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulahhukum-
hukum Allah, diterangkanNya kepada kaum yang (mau) mengetahui.(Q.SAl-

Bagarah:230)”
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9) BagiSeorang Lelaki yangSudah Beristri4

Prinsip Pernikahan dalam Islam itu monogami, artinya boleh
seoranglelaki menikahi dua sampai emapat perempuan, dengan syarat ia harus
bisaberlaku adil terhadap istri-istrinya baik itu yang bersifat kebutuhan
seksualmaupun kebutuhan materi. Jika seorang suami sudah memiliki empat

istrimakabaginyalaranganuntukmenikahlagibilaiatidakmenceraikansalah satunya.

agl de ol e A0 ¢ 53ls e siie AT B Aak 0 G0 O ¢ Lgie ) G

& Cuaa (B of Il UAT Bh i (35 Wil il sl adde ) Laa GGG,

“Dari Salim, dari ayahnya Radliyallaahu ,,anhu bahwaGhalian
IbnuSalamah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh orang istri yang juga
masuklslam  bersamanya. Lalu Nabi Shallallaahu ,, alaihi wa Sallam
menyuruhnyauntuk memilih empat orang istri di antara mereka dan ceraikan
selebihnya.Hadits
inididapatdarilmamMalikdariZuhri,HaditsGhailan.(Musnadlmam

Syafii:1338)”.
2. Hukum Adat
a. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk budaya hukum yang
oleh masyarakatnya secara temurun digunakan untuk mengatur pedoman hidup
dalam suatu masyarakat hukum adat. Kehidupan masyarakat hukum adat terikat
oleh solidaritas akan persamaan kepentingan dan kesadaran. Sebagai budaya

hukum, hukum adat merupakan formulasi aturan yang pembentukannya tanpa
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melalui aturan yang pembentukannya tanpa legeslatif, melainkan lahir dari opini-

opini popular dan diperkuat oleh sanksi yang bersifat kebiasaan(Pide, 2015).

Dengan bentuknya sebagai kebiasaan itulah, maka budaya hukum yang
ada dalam suatu masyarakat hukum adat cenderung berbentuk tidak tertulis
(unwritten law. Karakter lain dari budaya hukum dalam suatu masyarakat hukum
adat adalah hukum vyang berlaku senantiasa mempertimbangkan dan
memperhatikan kondisi psikologi anggota masyarakat, sehingga substansi fungsi
dari aplikasi ketaatan akan hukum didasari atas rasa keadilan dan rasa butuh
hukum dalam masyarakat. Hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat
yang merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta
merupakan salah satu cara pandangan hidup yang secara keseluruhannya

merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku.

Hukum adat juga merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di
dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar hukum adat tidak
tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Ada sanksi
tersendiri dari masyarakat jika melanggar aturan hukum adat. Hukum adat yang
hidup dalam masyarakat ini bagi masyarakat yang masih kental budaya aslinya
akan sangat terasa. Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga
sering diterapkan oleh masyarakat. Bahkan seorang hakim, jika ia menghadapi
sebuah perkara dan ia tidak dapat menemukannya dalam hukum tertulis, ia harus
dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat, artinya
hakim juga harus mengerti perihal hukum adat. Hukum adat dapat dikatakan

sebagai hukum perdatanya masyarakat Indonesia(Sumanto, 2018).
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Beberapa pendapat para ahli mengenai hukum adat,Cornelis van
Vollenhoven, merumuskan hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku
positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (sebab itu disebut hukum) dan di
pihaklain  dalam  keadaan tidak dikodifikasi  (sebab itu  disebut
denganadat)(Vollenhoven, 1913).Hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang
tidak dikitabkan (tidak dikodifikasi) dan bersifat pemaksaan (sehingga
mempunyai akibat hukum)(Soekanto, 2008)Hukum adat sebagai aturan kebiasaan
manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari
berkeluarga dan mereka telah mengaturdirinya dan anggotanya menurut
kebiasaan, itu akan dibawa dalambermasyarakat dan Negara(Hadikusuma,
2003).Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia
Indonesiadalam hubungan satu sama lain. Hubungan yang dimaksud
termasukkeseluruhan kelaziman, dan kebiasaan serta kesusilaan yang hidup dalam

masyarakat karena dianut dan dipertahankan oleh masyarakat(Soemarman, 2005).

Dengan demikian, hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak
tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan

kelazimanyang mempunyai akibat hukum.

b. Sumber Hukum Adat

Menurut (Wignjodipoero Soerojo, 1994) sumber-sumber hukum adat adalah :
1. Adat-istiadat atau kebiasaan yang merupakan tradisi rakyat

2. Kebudayaan tradisionil rakyat

3. Ugeran/ Kaidah dari kebudayaan Indonesia asli
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4. Perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat
5. Pepatah adat
6. Yurisprudensi adat

7. Dokumen-dokumen yang hidup pada waktu itu, yang memuatketentuan-

ketentuan hukum yang hidup.

8. Kitab-kitab hukum yang pernah dikeluarkan oelh Raja-Raja.

9. Doktrin tentang hukum adat

10. Hasil-hasil penelitian tentang hukum adatNilai-nilai yang tumbuh
dan berlaku dalam masyarakat.

Sumber pengenal hukumadat Welbron Sumber hukum Welbron adalah
sumber hukum adat dalam arti dari mana hukum adat timbul atau sumber hukum
adat dalam arti yang sebenarnya. Sumber hukum adat dalam arti Welbron
tersebut, tidak lain dari keyakinan tentang keadilan yang hidup dalam masyarakat
tertentu. Olehkarena itu, Welbron merupakan konsep tentang keadilan sesuatu
masyarakat, seperti Pancasila bagi masyarakat indonesia. Sumber hukum Welbron
adalah sumber yang menunjukkan lembaga yang berwenang mengeluarkan
hukum atau menyebabkan terjadi hukum. Sumber hukum ini menunjukkan adanya
lembaga tertentu yang berwenang mengeluarkan peraturan. Sumber hukum ini
digunakan dalam Hukum Tata Negara yang mengatur tentang lembaga Negara
sesuai dengan wewenangnya dapat mengeluarkan peraturan.Sumber hukum
Kenbron Sumber hukum Kenbron adalah sumber hukum adat dalam arti di mana

hukum adat dapat diketahui atau ditemukan. Sumber hukum Kenbron ini
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menunjukkan kepada tempat atau bahan yang dapat digunakan untuk mengetahui
di mana hukum itu ditempatkan dalam lembaran Negara. Kenbron adalah sumber
hukum adat dalam arti di mana hukum adat dapat diketahui atau ditemukan. Oleh
karena itu, sumber di mana asas-asas hukum adat menempatkan dirinya di dalam
masyarakat sehingga dengan mudah dapat diketahui. Kenbron merupakan
penjabaran dari Welbron, atas dasar pandangan sumber hukum seperti itu, maka
para sarjana yang menganggap hukum itu sebagai kaidah berpendapat sumber
hukum dalam arti Kenbron itu adalah adat kebiasaan, yurisprudensi, Figh,
Peraturan Piagam Raja-Raja, Peraturan-Peraturan Perkumpulan Adat, Kitab-Kitab

hukum Adat, Buku-Buku Standard mengenai Hukum Adat(Yulia, 2016).
c. Perkawinan Menurut Hukum adat

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang amat pentingdalam perikehidupan
masyarakat Kita, sebab masalah perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita
dan pria bakal mempelai saja tetapi juga kedua belah pihak dari orang tua,
saudara-saudaranya bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing(Setiady,

2013).

Dengan terjadinya perkawinan maka maksud dari tujuan perkawinan
adalah suami dan isteri mempunyai kewajiban memperoleh keturunan yang akan
menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat.Apabila dari seorang isteri tidak
dapat memberikan keturunan, makapara anggota kerabat dapat mendesak agar si
suami mencari wanita lainatau mengangkatanak kemenakan dari anggota kerabat
untuk menjadi penerus kehidupan keluarga bersangkutan(Sumiarni & Sundari,

2010).
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d. Sistem Perkawinan Dalam Hukum Adat

(Suparman, 1985)Dalam sistem perkawinan adat di indonesia, terdapat tiga

sistem yang berlaku di masyarakat, yaitu endogami, exogami dan eleutherogami

Sistem Endogami Dalam sistem perkawinan ini, seseorang hanya
diperbolehkan kawin dengan orang dari suku keluarganya (klennya)
sendiri.Sistem perkawinan seperti ini sekarang sudah jarang sekali ditemui
padamasyarakat adat. Pengaruh-pengaruh yang datang dari luar daerah (kota)
yang mempunyai cara pemikiran lebih modern mampu merubah konsep
adatseperti ini. Adanya interaksi antar masyarakat dengan masyarakat adat lainya
padamasyarakat sekarang telah berjalan lancar, karena berbagai sarana dan
prasaranacukup memadai. Dahulumenurut Van Vollenhoven daerah yang
mengenal sistem Perkawinan endogami adalah daerah Toraja, akan tetapi lama

kelamaan sistemendogami di daerah Toraja akan lenyap dengan sendirinya.

Sistem ExogamiSistem perkawinan ini, melarang seseorang melakukan
perkawinan dengan orang yang satu kerabat (klen) nya sendiri. Dengan kata lain,
mengharuskan seseorang agar kawin dengan orang diluar sukunya. Karena
adanya perkembangan zaman, lambat laun larangan mengadakan perkawinan
dalam satu klen mengalami perlunakan, yaitu hanya pada batas lingkungan
kekeluargaan yang sangat kecil saja. Adapun daerah-daerah yang masih
melakukan perkawinan ini adalah di daerah : Gayo, Alas, Tapanuli,
Minangkabau, Sumatera selatan, Buru, khususnyayang menganut sistem

kekeluargaan unilateral.

Sistem Eleutherogami Masyarakat adat Indonesia mengenal pula sistem
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perkawinan eleutherogami yaitu sistem perkawinan yang tidak mengenal
larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya pada sistem
endogami dan sistem exogami. Dari masa ke masa hubungan antara satu daerah
dengan daerah lainya semakin lancar, hal ini salah satunya karena sarana dan
prasarana komunikasi seperti bidang transportasi telah semakin memadai.
Adanya hubungan yang cukup lancar antara masyarakat semakin mempererat tali
kekeluargaan yang lambat laun tidak membeda-bedakan sistem kekerabatan.
Sistem perkawinaneleutherogami yang paling banyak dilakukan adalah didaerah :
Aceh, Sumatera Timur, Bangka, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Selatan,

Ternate, Irian Barat, Lombok, Bali, seluruh Jawa dan Madura.
Adapun menurut (Yulia, 2016) sistem perkawinan :

1) Sistem Endogami

Endogami yaitu perkawinan dilakukan dalam lingkungan rumpun, antara
anggota yang satu lelaki dengan perempuan dari anggota yang lain tetapi
perkawinan tidak dilakukan di luar rumpun. Kawin endogami merupakan suatu
anjuran yangberalasan pada kepentingan persatuan dalam hubungan antar
keluarga, supaya dapat mempertahankan tanah tetap menjadi milik
lingkungansendiri atau milik rumpun. Sistem ini masih terlihat dalam masyarakat
hukum adat di daerah Toraja, tetapi ini bertentangan sekali dengan sifat susunan
parental yang ada di daerah tersebut. Dalam perkawinan ini, untuk anggota Gezin,
yaitu anak-anak di Jawa dan Madura tidak ada pembatasan apapun. Anggota gezin
tersebut boleh kawin dengan siapa saja, asal perkawinan yang hendak

dilangsungkan tidak bertentangan dengan agama dan kesusilaan
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2) Sistem Exogami

Dalam sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya/
marga sendiri. Sistem ini banyak dijumpai di daerah Tapanuli, Alas dan

Minangkabau.

3) Sistem Eleutherogami

Pada sistem ini, tidak mengenal larangan-larangan apapun atau batasan-
batasan wilayah seperti halnya pada endogami dan exogami. Sistem ini hanya
menggunakan berupa larangan-larangan yang berdasarkan pada pertalian darah
atau kekeluargaan nasab turunan yang dekat seperti ibu, nenek, anak kandung,
cucudan saudara kandung, saudara bapak atau ibu, seperti di dalam masyarakat

hukum adat di Aceh.

e. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan
bermasyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan
priabakal membelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak,
saudarasaudaranya,bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Bahkan
dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi
mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang
sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-
arwah para leluhur kedua belah pihak(Wignjodipoero Soerojo, 1994)Dan dari

arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya
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mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, hingga mereka ini setelah

menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami istri.

Larangan perkawinan karena memenuhi persyaratan larangan agama yang
telah masuk menjadi hukum adat, ada halangan perkawinan karena memenuhi
ketentuan hukum adat, tetapi tidak bertentangan dengan hukum Islam dan

perundang-undangan. Adapun larangan perkawinan menurut hukum adat adalah:

1) Karena hubungan kekerabatan Dalam hal ini di berbagai daerah di
Indonesia terdapat perbedaan-perbedaan larangan terhadap perkawinan antara

wanita dan pria yang ada hubungan kekerabatan.

2) Karena perbedaan kedudukan Di berbagai daerah masih terdapat sisa-sisa
dari pengaruh perbedaan kedudukan atau martabat dalam kemasyarakatan adat,
sabagai akibatdari susunan feodalisme desa kebangsawanan adat. Misalnya

seorang pria dilarang melakukan perkawinan dengan wanita dari

golongan rendah atau sebaliknya.

Terdapat pula perkawinan yang dilarangolehhukumadat BatakToba, diantaranya:
1) PerkawinanMarpadan

Perkawinan marpadan adalah perkawinan antar marga yang bekerabat
dari sumpah leluhur. Misalnya, leluhur marga Sitompul dan Tampubolon.
Karena persahabatan yang kental, mereka kemudian mirip saudara kandung
hingga sepakat bersipadan atau membuat janji agar keturunan mereka tak akan

saling mengawini.
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2) Perkawinan BonaNiAri

“Perkawinan bona ni ari adalah perkawinan antara lelaki dan wanita
yang semarga dengan istri leluhur pertama. Contoh, wanita Tambunan tabu
kawin dengan pria Manurung karena boru Manurung adalah istri Raja
Tambun. Sebaliknya pria Tambunan sangat dianjurkan menikahi Manurung.
Merka marpariban boru Manurung itu boru tulang, putri saudara lelaki ibu

keturunanrajaTambunan”(http://worldbatakcommunity.bigspot.com/2015/08/p

erkawinan-terlarang-bataktoba-html) masyarakat yang mengerti partuturonnya

(sisilah marga), maka dia tidak akan mungkin menikah dengan yang semarga,
bona ni ari ataupun
marpadandengandirinyakarenadiaakanmenganggapyangsemargadengandiriny
aitumerupakan satu keturunan bahkan satu perut dengan dirinya dan pada
umumnya diaakan menganggap orang yang semarga dengan dirinya itu ialah
saudaralaki-lakiataupunsaudaraperempuannya serta yang menjadi ketentuan

para leluhurdahuluakan begitu dihormati.

Perkawinansemargamerupakanperkawinanyangmenyimpangdanmelang
garketentuanhukumadatBatak Tobayangsudahadasejakratusantahun yang lalu
danpada dasarnya memang ditentang baik itu oleh tokoh adat
maupunmasyarakatBatak Toba.Denganadanyaketentuanadatmengenailarangan
perkawinan semargayang terjadi dalam lingkungan masyarakat adat suku
BatakToba,menyebabkanperkawinansemargainisangatdihindaridandilarang

bagiorang Batak Toba.

Perkawinan dalam adat Batak Toba merupakan kegiatan yang sangat


http://worldbatakcommunity.bigspot.com/2015/08/%20perkawinan-terlarang-bataktoba-html
http://worldbatakcommunity.bigspot.com/2015/08/%20perkawinan-terlarang-bataktoba-html
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sakral.SakralkarenadalampemahamanadatBatak, perkawinanbermaknapengorb
anandaripihak perempuan (parboru) karena pihak perempuan berkorban
memberikansatu nyawa manusia yang hidup yaitu anak perempuannya kepada
orang lain
yaitupihaklelaki(paranak)yangmenjadibesannya,sehinggapihakpriajugaharus
mampu menghargai dengan mengorbankan atau mempersembahkan satu
nyawa jugayaitu menyembelih seekor hewan (sapi atau kerbau), yang akan
menjadi  santapanatauhidangan(makanan adat)dalam  upacaraatauulaon
pernikahanadat.

Dalam adat Batak Toba perkawinan haruslah dengan marga lain dan
tidakbolehbertukarlangsungdi
antaraduakeluargayangberbedamargayangdikenal dengan istilah dalihan na
tolu (tiga tungku). Perkawinan yang dimaksuddisini ialah perkawinan antara
laki-laki dan perempuan yang memiliki marga yangberbeda maupun garis
keturunan yang berbeda. Menurut perkataaan (Armawi, 2008)bahwa dalihan
na to tolu mewujud sistem hubungan sosial dalam
hubungankekerabatanyangsangatkental berdasarkanketurunan
darah(genealogis).

Dalam upacara adat Batak Toba,dalihan na tolu mempunyai
kedudukanyangsangatpentingdantakdapatdihilangkandariruanglingkupmasyar
akatBatakToba. Dalihan na tolu terdiri dari hula hula (na tolu), boru dan
dongan sabtuba.Hula-hula adalah keluarga pihak perempuan (istri), jadi ayah,

saudara laki-laki ayah,dananaklaki-lakinyamerupakanhula-
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hulabagikeluargapengambilanakperempuan itu.

Boru merupakan pihak keluarga pengambil perempuan (istri)
ataupihak penerima istri, di dalamnya termasuk pula ayah, saudara laki-laki
ayah, semuaanak laki-lakinyadan teman semarganya merupakan
borupihakkeluarga pemberiperempuanitu. Dandongan tubuadalahkerabat
semarga.“‘Tidakdiperbolehkannyaterjadinyaperkawinan semarga di Batak
TobakarenamasyarakatBatak TobamelihatpersaudaraandariadanyaTaromboata
usilsilah Marga.Menurutnenekmoyangorang Batak Toba,
Margaitudibuatuntukmengetahuijenjangketurunandanyangsemargaitusampaik
apanpunadalahsaudarakandung.Alasanyangpalingmendasarmengapaperkawin
ansemargaitudilarangkarenafahamdarimasyarakatBatak”(Andrian, 2016).

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah oleh
Wahyu Marsito Syahputra dengan judul “ Tinjauan hukum Islam terhadap
perkawinan semarga yang dilarang pada masyarakat muslim adat batak Toba:
studi di Desa Ujung Batu Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah. Hasil penelitian
menunjukkan Larangan perkawinan semarga yang dipraktekkan pada
masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab.
Tapanuli Tengah bertentangan dengan hukum Islam, karena perkawinan
semarga tidak terdapat dalam unsur nasab yang dilarang oleh hukum Islam
sehingga berimplikasi pada sahnya perkawinan warga muslim yang

melakukan perkawinan semaraga. Syarat dan rukun Perkawinan yang terkait
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dengan saudara dalam hukum Islam adalah saudara sekandung dan saudara
sesusuan.

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah oleh

Muhammad Syafi’l Harahap yang berjudul ” Kajian Hukum Islam Terhadap
Pernikahan Semarga Suku Batak Toba” dalam hasil penelitian ini
bahwasannya Larangan perkawinan semarga tidak sesuai dengan hokum
islam karena saudara semarga tidak termasuk dalam orang-orang haram
dinikahi menurut AL-Quran dan Hadis. Dengan demikian dapat dikatakan

perkawinan semarga berhukum boleh (mubah).



BAB I
METODE PENELITIAN

Adapun pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif analitik. Ada pun yang di
maksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk
memahami fenomena yang dialami oleh subjek secara langsung di
lapangan, penelitian ini mempunyai ciri khas yang terletak pada tujuannya,
yakni mendeskripsikan kebutuhan khusus dengan memahami makna dan
gejala, atau mengkontruksikan data yang diperoleh menjadi sebuah susunan
yang mudah dimengerti. Pendekatan kualitatif lebih memfokuskan
perhatian kajiannya pada prinsip-prinsip umum dan perwujudan satuan
gejala yang ada di dalam kehidupan manusia/masyarakat. Dimana
pendekatan ini realitas sosial dipandang sebagai suatu yang
holistik/menyeluruh, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Menurut
(Creswell, 2010)penelitian kualitatif yaitu: Metode-metode untuk
mengekplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau
sekelompok orang dianggap berasal dari problem sosial atau kemanusiaan.

Sejalan dengan penjelasan tersebut, Menurut (Sugiyono,
2010)jugamenjelelaskan bahwa: Metode penelitian kualitatif adalah metode
penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,
(sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai
instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi

(gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif
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lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Berdasarkan kedua
pendapat tersebut diatas maka dapat dipahami bahwa hal terpenting dalam
penelitian kualitatif adalah pada jenis penelitian ini, segala sesuatu berjalan
dengan ilmiah. Pengamatan dilakukan berdasarkan kenyataan yang ada
dilapangan, bukan penelitian  yang mencoba  memberikan
perlakuanperlakuan atau treatment kepada obyeknya. Penelitian dilakukan
dengan mengumpulkan data yang kemudian dianalisis secara induktif yaitu
merumuskan suatu kesimpulan umum dari hal-hal khusus yang didapat dari
informasi yang terkandung dalam data yang telah dikumpulkan
sebelumnya. Menurut (Sugiyono, 2008)“penelitian kualitatif sebagai human
instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan
sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data,
analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas data yang
didapat di lapangan berdasarkan pengamatan”
A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan saya

mengambil dari buku jurnal dan perpustakaan. Penelitian ini saya lakukan di Bp.

Mandoge Kab Asahan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah kapan lamanya waktu penelitiaan dilakukan dan

dinyatakan secara jelas. Penelitian ini dilakukan sejak Mei 2021, pengajuan

judul, proposal, dan sampai pada penelitian.
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Tabel 1
Jadwal Kegiatan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2021.

Kegiatan Bulan/Minggu

April Mei Juni Juli Agustus September

112(3(4]1{2]3[4]123[4/1]|2|3[4/1(2|3[4|1]|2|3]|4

Pengajuan Judul

Pembuatan Proposal

Bimbingan Proposal

Pengesahan Proposal I

Seminar Proposal

Pengesahan Proposal

Surat Izin Riset

Pengelolahan Data

Bimbingan Skripsi

Pengesahan Skripsi

Sidang Meja Hijau

B. Sumber Data dan Data Penelitian
1. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian.

a. Sumber Data Primer

Data primer yang dimaksud disini unuk menyelesaikan permasalahan yang
sedang diteliti. Data dikumpulkan sendri oleh peneliti secara langsung dari

sumber pertama atau tempat objek penelitian yang dilakukan dalam penelitian




36

ini.Dalam penelitian ini yang menjadi subjek primer adalah tokoh adat dan

masyarakat Bp. Mandoge Kab. Asahan

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan untuk menyelesaikan
masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapa ditemukan dengan cepat. Dalam
penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder berupa buku, skripsi, jurnal

yang berkenaan dengan penelitian yang sedang dilakukan serta dokumentasi.

2. Data Penelitian

Penelitian dilakukan untuk mendapatkan data. Data penelitian pada
umumnya terbag menjadi dua yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Maka

penulis lebih memfokuskan data Kualitatif dalam melakukan penelitian ini:

1. Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Yang

termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran objek penelitian.

C. Instrumen Penelitian

(Arikunto, 2013)mengemukakan instrumen penelitian merupakan alat bantu
atau fasilitas bagi peneliti agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik,
dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.
Adapun instrumen penelitian ini yang penulis gunakan adalah studi dokumen dan

wawancara.
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1. Dokumentasi

(Arikunto, 2010)dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya
barang-barang tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen
rapat, catatan harian dan sebagainya.
2. Wawancara

(Sugiyono, 2012)wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data
apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan
permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliliti ingin mengetahui hal-
hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.
Maka itu pneliti melakukan wawancara kepada tokoh adat dan masyarakat.

Untuk mengetahui dasar pemikiran dalam penelitian Tinjauan hukum
Islam dan hukum Adat dalam perkawinan semarga pada suku Batak Toba. Upaya
peneliti untuk mengetahui penilaian hukum Islam dan hukum Adat dalam
perkawinan semarga sukuBatak Toba mencari data ini dengan berupa catatan,
buku dan jurnal-jurnal.
D. Teknik Pengumpulan Data
Tekinik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan oleh peneliti

untuk mengumpulkan data informasi serta fakta pendukung yang ada dilapangan
untuk keperluan penelitian karna tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan
data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural

setting ( kondisi yang alamiah).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data

wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hal ini sejalan dengan
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filosofi penelitian alamiah, dalam pengambilan data dan penelitian berbaur dan
berinteraksi secara intensif dengan responden. Dokumentasi dan pengumpulan
data pendukung dalam penelitian digunakan untuk melengkapi peneltian dan

untuk memaksimalkan hasi penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini emggunakan metode deskriptif
kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah
deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah proses analisis dilakukan
terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah, kemudian hasil analisa
tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah proses
analisa  tersebut  ditujukan untuk  mengembangkan  teori  dengan
jalanmembandingkan teori bandingan dengan tujuan untuk menemukan teori baru
yangdapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang
telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.

Jadi analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan
terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan
teori, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa
menggunakan rumusan statistik.Menurut  (Sugiyono, 2006)mengemukakan
terhadap tiga komponen tahapan dalam analisis data kualitatif yaitu :

a. Reduksi Data
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnhya cukup banyak untuk itu maka
perlu dicatat secara teliti dan terinci. Seperti telah dikemukakan, makin banyak

peneliti kelapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit.
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Untuk iyu perlu segera analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti
merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting,
dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data
yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan
mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan
mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan
elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek
tertentu.
b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan
langkah. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan
dalam bentuk tabel, grafik, fitstrogam dan sejenisnya. Melalui penyajian data
tersebut, maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga
akan makin mudah dipahami.
c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut miles dan huberman
adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan
masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tiak ditemukan bukti-bukti yang
kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila
kesimpulan  yang dikemukakan pada saat peneliti kembali ke lapangan
mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan
yang kredibel.

Dengan demikian kesmpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat
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menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Tetapi mungkin juga
tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah
dalam penelitian kualitatif masi bersifat sementara dan akan berkembang
setelahpenelitian berada dilapangan.
F. Rencana Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang
dilakukan benar-benar merupakan penelitian alamiah sekaligus untuk menguji
data yang diperoleh. (Sugiyono, 2017)menyebutkan bahwa dalam menguji
keabsahan data metode penelitian kualitatif, menggunakan istilah berbeda dengan
metode kuantitatif. Maka penelitian ini memakai keabsahan data kualitatif berupa

Triangulasi dan Membr Chek.

1. Triangulasi

(Sugiyono, 2017)menyatakan bahwa tehnik triangulasi adalah tehnik
pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai tehnik yang ada
dan sumber data yang ada. maka penelitian telah melakukan pengujian

kredibelitas data sekaligus mengumpulkan data.

2. Member Chek

(Sugiyono, 2017)menyebutkan bahwa member chek adalah proses
pengecekan data yang diberikan dari pemberi data. Tujuannya adalah untuk
mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan

pemberi data.(Dalam, 2020)



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Perkawinan Semarga Menurut Hukum Islam
Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yangdisebut selektivitas.
Artinya, seseorang ketika hendakmelangsungkan perkawinan terlebih dahulu
harus menyeleksidengan seseorang yang boleh ia menikah dan dengan
seseorangyang ia terlarang untuk menikah. Hal ini untuk menjaga agarperkawinan
yangdilangsungkan tidak melanggar aturan-aturanyang ada, terutama bila
perempuanyang hendak dikawini ternyataterlarang untuk dikawini; yang dalam
Islamdikenal dengan istilahmahram (orang yang haram dikawini).Dalam hal
laranganperkawinan; al-Qur*“an memberikan aturan yang tegas danterperinci.
o el ey Aald I8 AYTGIL B L V) il fe 28500 580 L | ASE Y &e it
igaly a1 i 31 iy JA 5 iz &A15AT &0 5 s AT s sl
A0 G I R i Slaaly dela Tl e i ) 8 21 8 B S o s
Y 55 ) 5hadd Gl a8l G Gl 2T NIa s e UL S G S G)P G B W Y)
Dl )
“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telahdikawini oleh
ayahmu,terkecuali pada masa yang telahlampau. Sesungguhnya perbuatan itu
amat keji dandibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yangditempuh).”
“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anak mu yang
perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu

yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anakmu
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yang perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak
perempuandarisaudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu
yangmenyusui kamu; saudaraperempuan sepersusuan; ibuibu istrimu
(mertua); anak-anak istrimu yang dalampemeliharaanmu dari istri yang telah
kamu campuri,tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dansudah
kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamumengawininya; (dan diharamkan
bagimu) istri-istrianak kandungmu (menantu)dan menghimpunkan(dalam
perkawinan) dua perempuan yang bersaudarakecuali yang telah terjadi
padamasa lampau;Sesungguhnya  Allah  Maha  Pengampun lagi
MahaPenyayang.” “Dan (diharamkan juga kamumengawini) wanita yang
bersuami,  kecuali  budakbudak  yangkamu  miliki ~ (Allah  telah
menetapkanhukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu; dandihalalkan bagi
kamu selain yang demikian (yaitu)mencari istri-istri dengan hartamuuntuk
dikawini  bukanuntuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu
nikmati(campuri)di antara mereka, berikanlah kepada merekamaharnya
(dengan sempurna) sebagaisuatu kewajiban;dan tiadalah mengapa bagi kamu
terhadap sesuatu  yangkamu telahsaling  merelakannya, sesudah
menentukanmahar itu. Sesungguhnya Allah MahaMengetahui lagiMaha

Bijaksana.” (Q.S. An-Nisa": 22-24)

Ayat ini dengan tegas menjelaskan golongan perempuanperempuan yang
haram untukdikawini. Perempuan itu adalah: ibutiri, ibu kandung, anak kandung,
saudarakandung, seayah atauseibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari

saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui,saudara
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sesusuan,mertua, anak tiri dari istri yang sudah diajakberhubungan intim,
menantu, ipar (untukdimadu), dan perempuanyang bersuami. Berdasarkan ayat ini
dapat dipahami bahwaadaempat kategori perempuan yang haram untuk dikawini;
1) karenaada hubungandarah;2) karena hubungan persusuan;3)karena
adahubungan perkawinan, baik yangdilakukan oleh ayah, diri sendiri,atau anak;
4)karena status perempuan yang sudah kawin. Olehkarena itu, selain dari
perempuan-perempuan yang haram untukdikawiniseperti yang dijelaskan dalam

QS.al-Nisa (4) ayat 22-24,maka boleh untuk dikawini(Rachman, 2016).

Menurut hasil wawancara masyarakat muslim adat Batak Toba di Bp.
Mandoge Kab. Asahan menyatakan bahwa yangdilarang adalah yangsenasab, dan
juga tidak memenuhi syarat danrukun perkawinan, melakukanperkawinan
merupakan sunnahRasul SAW, dan sudah dapat memenuhi syarat danrukun
untukmelakukan perkawinan, sehingga mereka melaksanakanperkawinan semarga
secara sah di KUA, kemudian menyerahkan Jambar (Upah) kepada pihak
perempuan,dari pihak Perempuanmemberikan perlengkapan rumah tangga untuk
pengantin.Syarat yangharus dipenuhi dalam perkawinan adat Batakyaitu Upah
Tulang dan Upah Umak.Upah yang dimaksud disinidi tentukan oleh pihak
perempuan, namun pihak laki-lakibolehmenawar apabila nominal yang
disampaikan terlalu besar dandisesuaikandengan kemampuan pihak laki-
laki.Tidak menjadi masalah apabila melakukanperkawinansemarga (tidak
senasab), apabila terjadi perkawinan semarga yangsenasabmaka pihak KUA akan
melarang dan haram hukummelakukan perkawinan tersebut,yang penting tidak

melanggarapa saja yang telah menjadi larangan perkawinan. Jikatelahditelusuri
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tidak ditemukan adanya hubungan nasab maka pihakKUA tidakmenganggap itu
sebagai hambatan untuk melakukanPerkawinan. Akantetapi jikadiketahui
memiliki hubungan nasabmaka pihak KUA menolak
untukmenikahkannnya.Sudah barang tentu dalam masalah pernikahan
tidakterlarang yangdisebabkan oleh tidak adanya hubungan mahromantara suami
dan teistri. Surat AnNisa™ khususnya ayat 23menunjukkan perempuan-perempuan
yang haram dikawiniyaitu:karena adanya hubungan darah (pertalian nasab atau
keturunan),karena adanyahubungan perkawinan, baik yang dilakukan olehayah,
diri sendiri, atau anak, karenahubungan persusuan, danlarangan mengawini
perempuan yang bersuami. Selainkarenahubungan nasab, dalam QS.al-Nisa (4)
ayat 23 juga melarangmelakukanperkawinan karena hubungan musaharah, yaitu:
ibuistri (mertua), anak tiri perempuanyang ibunya sudah dicampuri,istri anak
kandung atau istri cucu, istri bapak (ibu tiri), istri kakek,dan seterusnya ke atas.

Selanjutnya, yang dilarang melakukanperkawinan.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa menurutsyariat Islam perkawinan
semarga yang dilarang padamasyarakat muslim adat Batak Toba di Bp. Mandoge
Kab Asahan tidak sesuai dengan ajaran Islam,karenabagi masyarakat muslim adat
Batak Toba di Bp. Mandoge Kab Asahan tidak ada halanganbagi laki-laki dan
perempuan yang terikat tali hubunganpersaudaraaan sepupu melangsungkan
perkawinan atau se marga.Larangan nikah dengan wanita-wanita tersebut di
atasmengandung tujuan yang jelas.Yaitu agar ruang lingkup kasihsayang manusia
bertambah meluas. Selain itu, bertujuan jugamembiasakan kaum pria agar

pandangannya terhadap wanitadidasarkan rasa cinta kasih sayang yang tidak
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dirusak olehrangsangan nafsu seksual, serta membiasakan kaum pria
mengenalperasaan lain yang bukan perasaan jantan dan betina sebagaimanayang
ada di alam hewani. Adapun cinta kasih antara pria danwanita yang timbul dari
hubungan kekerabatan tidak semestinyadicampuradukkan dengan perasaan cinta
kasih yang timbul darihubungan seksual, yang kadang-kadangbisa

mengakibatkanrenggangnya hubungan suami istri.

Di antara halangan-halangan abadi ada yang telahdisepakati dan ada pula
yang masih diperselisihkan. Yang telahdisepakati ada tiga, yaitu nasab
(keturunan), pembesanan (karenapertalian kerabat semenda), dan sesusuan.
Sedangkan yangdiperselisinkan ada dua vyaitu zina dan lian. Halangan-
halangansementara adasembilan yaitu halangan bilangan,
halanganmengumpulkan, halangan kehambaan, halangan kafir, halanganihram,
halangan  sakit, halangan ,iddah  (meskipun  masihdiperselisihkan
segikesementaraannya), halangan perceraian tigakali bagi suami yang

menceraikan, dan halangan peristrian(Ghozali, 2010).

Perkawinan semarga yang dilarang padamasyarakat muslim adat Batak
Toba di Bp. Mandoge Kab Asahan tidak ada hubungan keluargasebagaimana
yang dijelaskan oleh Syahman Panjaitan karena se marga itu bukan
saudarasekandung, saudara sesusuan atau ada kekerabatanlain yangdijelaskan oleh
tokoh di atas, hanya kekerabatan berdasarkannenek moyang yang telah terputus
nasab syarat pernikahnnyadalam ajaran Islam. Jadi perkawinan semargayang
dilarang pada masyarakat adat Batak Toba di Bp. Mandoge Kab Asahan termasuk

kategori(kebiasaan yang bersifat khusus) karena tidak berlakuunivesal.
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Sebagianmasyarakat islam adat Batak Toba di Bp. Mandoge Kab
Asahan.tidak adanya larangan perkawinan semarga yang akanmengakibatkan
hancurnya kehidupan masyarakatnya. Olehkarena itu, perkawinan semarga dalam
islam pada masyarakatadat Batak Toba di Bp. Mandoge itu hukumnya mubah
(boleh). Tidak lepas dari tujuansyariah yaitu kemaslahatan atau kesejahteraan
umat manusia, baikuntuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam
Islamdibolehkan melakukan perkawinan apabila perkawinan itumembawa ke arah

kebaikan dan perbaikan

Dengan demikian, vyang telah dikatakan Syahman Panjaitan
perkawinansemarga dalam islamtidak dilarang pada masyarakat adat Batak Toba
di Bp. Mandoge Kab Asahankarena sesuaidengan ajaran Islamlarangan tidak
terdapat dalamunsur nasab yang dilarang oleh hukum Islam sehinggaberimplikasi

pada sahnya perkawinan warga muslim yangmelakukan perkawinan semaraga.

2. Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat

Dalam adat suku Batak Toba keturunan diambil dari garis
keturunanpatrineal (kebapakan), seorang anak laki-laki maupun perempuan
mempunyai  suku(marga) yang sama dengan bapaknya. Faktor-faktor
penyebabnya dilarangperkawinan semarga suku Batak Toba ialah rancunya
hubungan/silsilahkekerabatan, dikhawatirkan merusak hubungan silaturahim,
dikhawatirkanakanterjadi perkawinan antara saudara sekandung, menganggap
sesukubersaudara danuntuk menentukan mana saudara dan mana yang tidak,
mendidik rasamalu, kepatuhan terhadap sumpah sotih, keyakinan yangkuat bahwa

akan terjadihal yang buruk terhadap keturunan.Menurut Jupri Manurung, dari
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hasil wawancara peneliti denganbeliau mengatakan bahwa masyarakat muslim

batak toba mempunyai aturan hukumpernikahan adat bagi masyarakat itu sendiri.

Disamping mereka diatur oleh hukumislam yang ketat mereka juga diatur oleh

hukum adat yang bahkan lebih ketat darihukum islam itu sendiri walau hokum

islam telah memperbolehkan melangsungkanpernikahan yang telah ditetapkan.

Hal ini didasari oleh kebiasaan-kebiasaan atauadat istiadat yang menjadi tradisi

bagi masyarakat adat batak toba khususnya dalamhal perkawinan.Menurut

(Ritonga, 2010)pernikahan dalam adat batak toba memiliki aturan-aturan tertentu

yangharus di taati, dimana apabila aturantersebut di langgar atau di abaikan

makamemunculkan konsekuensi hukum adat yang sangat tegas seperti sanksi

diantaranya :

a. Tidak dianggap dalam garis besar keturunan keluarga

b. Diusir dari desa dimana hukum adat itu di perlakukan

c. Hilangnya tutur atau silsilah kekeluargaan

d. Dikucilkan oleh masyarakat lainnya.

e. Dikeluarkan dari kelompok marga dan masyarakat adat.

f. Pengaduannya tidak diterima apabila mereka membutuhkan pertolongan dari
masyarakat marga yang bersangkutan.

g. Dihina, dicemooh oleh masyarakat.

h. Pernikahan mereka tidak akan dilaksanakan perkawinan secara
adatmelainkan hanya dilakukan perkawinan secara agama saja.

i. Tidak diundang dalam acara adat.
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Selain sanksi masyarakat suku Batak Toba tidak melakukanperkawinan
sesuku karena takut melanggar ketetapan adat, takut berdosa dan
pelakuperkawinan sesuku dan keturunannya, seperti 1Q rendah cacat mental,
mendapatpenyakit yang sulit di sembuhkan, dan rumah tangga yang
senantiasadalam keluhkesah. Dalam islam diyakini bahwa semua hal buruk
berupa musibah yangmenimpa seseorang merupakan kehendak Allah,

sebagaimana firmannya.

Ue ol (e A50a (hab ) 5 Loy liial G A0 (pad Gl 5 L5 QAN Y55 § 585

iy 52

Artinya:“Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah,apa saja
bencana yangmenimpamu maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami
mengutusmu menjrasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi

saksi”.(QS.Annisa":79)

Prinsip perkawinan orang batak adalah perkawinan dengan orang di
luarmarganya, sehinggaperkawinandengansatumargadilarang. Dari
beberapasumber dan buku-buku tentang hukum adat padaumumnya maupun
buku-buku yang berjudul tentangperkawinan adat batak yang dipelajari penulis
tidakada yang secara tegasyang membahas laranganperkawinan satu marga,
sehingga dalam tulisan inipenulis hanya dapat memberikan seperlunya

saja(Pandiangan, 2016).

Menurut(Sugiyono, 2010) wawancara di bagi menjadi 2 bentuk, wawancara

terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.
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Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah

wawancara tidak terstruktur yang meliputi pernyataan seperti dibawah ini :

Tabel 2
Pernyataan

No Pernyataan SS|S | TS | KS | STS

1. Perkawinan semarga merupakan perkawinan yang
menyimpang dan melanggar ketentuan Hukum Adat
Batak Toba.

2. Perkawinan semarga dilarang karea merupakan satu
darah (saudara kandung) dan dari satu nenek moyang.

3. Pria dan wanita yang melakukan perkawinan semarga
akan mendapatkan sanksi.

4, Pria dan wanita yang melakukan perkawinan semarga
akan diusir dari wilayah tempat tinggal tersebut.

5. Tidak diperbolehkan terjadinya perkawinan semarga
karena sudah adanya peraturan silsilah marga pada
leluhur dahulu.

6. Pasangan yang melakukan perkawinan semarga akan
dikeluarkan dari adat/keluarga mereka.

7. Masyarakat Batak Toba percaya apabila pasangan yang
melakukan perkawinan semarga akan memiliki keturunan
yang memiliki kekurangan/sakit yang sulit disembuhkan.

8. Masyarakat Batak Toba mempercayai mitos bahwa
pasangan yang melakukan perkawinan semarga memiliki
keturunan yang cacat/Iq rendah.

9. Masyarakat Batak Toba mempercayai bahwa perkawinan
semarga itu akan menimpulkan bala (musibah).

10. | Pasangan yang melakukan perkawinan semarga pada
dasarnya dikucilkan masyarakat itu sendiri.

Masyarakat Batak Toba di Bp. Mandoge Kab Asahan pada umumnya
mengatur/menganut paham perkawinan eksogami yangmengharuskan perkawinan
dengan beda marga,dengan kata lain perkawinan merupakan hal yangtabu apabila
sesorang laki-laki dengan seorang wanitasemarga.Berdasarkan hasil wawancara
dengan tokoh adat yang ada di Bp. Mandoge Kab Asahan yaitu Jupri Manurung,

alasan laranganperkawinan satu marga adalah sebagai berikut:
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a. Hubungan Kerabat
Yang dimaksud dengan hubungan kerabat secaraumum adalah ayah, ibu dan

anak, lalu opung doli, opung boru, saudara ayah dan saudara ibu.

b. Untuk menjaga Partuturan
Adat Batak pada umumnya sangat kental denganpartuturan, tutur merupakan
kunci dari kekerabatan dalam masyarakat Batak, kata tutur pula
yangmenentukan posisi orang dalam jaringan DalihanNatolu. Disini setiap
orang bertemu dengan halak hita maka ucapan yang pertama kali keluaradalah
pertanyaan dan jawaban masing-masingmarga, dari situlah orang tersebut tahu
tuturyangtepat.Perkawinan satu marga dilarang alasannya karena akan merusak
tata cara tutur. Orang yang melangsungkan perkawinan satu marga di
hukumdengan hukuman adat yang berlaku, adat yangdiperlakukan adalah
sesuai dengan kedekatanhubungan kekeluargaan yang mengawinkan
anaknyadan seiring dengan perkembangan jaman adat yangdiberlakukan pun
mengalami perubahan .
Adapun bentuk hukuman yang diberikan terhadaporang yang melakukan
perkawinan satu marga adalahsebagai berikut(Pandiangan, 2016):
a. Disirang Mangolu (diceraikan hidup).
b. DiasingkanDulu bagi mereka yang melakukan perkawinansatu marga yaitu
diasingkan dari desa merekaatau diusir dari kediamannya. Maka
dirumahAdattersebut ada gambar pahabang manuk nabontar (ayam putih),

maksudnya dari gambarantersebut walaupun dia diusir atau diasingkantetap
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diberikan bekal dan diberi nasehat agarsuatu saat dia bisa menyadari
kesalahannya danini hanya sekedar hukuman adat.Bahwa sesuai dengan
perkembangan zaman,hukuman yang diberikan kepada laki-laki dan
wanitayang kawin satu marga dikeluarkan dari Adat

Jika dihubungkan dengan kebiasan-kebiasaanadat istiadat, ada beberapa hal

untuk menghindariperkawinan satu marga antara lain(Pandiangan, 2016):

a. Setiap orang bertemu orang batak maka ucapan yang pertamakali keluar
adalahpertanyaan dan jawaban masing-masing marga,dari situ orang tersebut
sudah harus tahu kedudukan masing-masing dalam adat, sehinggaperkawinan
satu marga tidak akan terjadi.karenamasing-masing sudah tahu kedudukannya
dalamadat batak, khususnya masyarakat batak toba.

b. Apabila diketahui ada seorang pria dan seorangwanita,menjalin hubungan,
sementara diketahuimereka berdua dalam rumpun marga yang samadan ini
disebut mariboto (bersaudara) maka biasanya orangtua keduabelahpihak serta
saudara-saudaranya akan mengingatkan dan melarangmeraka untuk
melanjutkan hubungan tersebut.Dan sebaliknya apabila hubungan tersebut
tertapdilanjutkan bahkan sampai kedalam perkawinana, maka umumnya
perkawinan tersebut tidakdiakui oleh marga dan akandiberisanksi dikeluarkan
dari kelompok marganya

c. Adanya Dalihan Natolu, artinya jika terjadi perkawinan, maka dalam
acaraperkawinan  masing-masing  mempunyai  kedudukan,  sehingga
tidakmungkin perkawinan yang satu marga mendapatkedudukan berdasarkan

strukturDalihan Natolu.
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d. Bahwa perkembangan zaman juga telah membawa pengaruh, misalnya
transfortasi, komunikasi, dan beragam suku bangsa, bahkan termasukhubungan
dengan internasional maka tidak adaalasan untuk menerimaperkawinan satu

marga.

Tidak dapat dipungkiri seperti kata pepatah, dimana bumi di pijak disitulangit
di junjung. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat Batak Toba denganadanyalarang
perkawinan sesuku, mau tidak mau masyarakat harus tunduk pada peraturanadat
yang sudah dibangun sejak lama. Ini akan menjadi masalah ketika
agamamembolehkan sementara adat melarang, disini adat terlihat lebih kuat
daripadaagama, yang seharusnya agama lebih di junjung tinggi dari
padaadatakibat adanya sanksiberat dari adat tersebut dengan demikian secara
otomatis anda telah menjadi hukumatau tuntunan bagi masyarakat yang harus
ditaati.Selain itupemahaman akan hukum pernikahan dari adat suku batak
tobatelah terdoktrinsejak dini oleh para nenek moyang terdahulu, sehingga
secaraotomatis hampirseluruh suku bangsa batak toba yang masih kental akan
adat bataktoba itusendiri lebih taat dibandingkan pada hukum islam meski sudah

tau syaratdan ketentuan hukum islam itu sendiri sudah terpenuhi.

B. Pembahasan

1. Tinjauan Hukum Islam dalam Perkawinan Semarga

Berdasarkan Hukum Islam larangan perkawinan semarga tidak sesuai dengan
Hukum Islam karena saudara semarga tidak termasuk dalam orang-orang yang

haram untuk dinikahi menurut Al-Qur’an dan Hadist. Dengan demikian dapat
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dikatakan perkawinan semarga dikatakan boleh (mubah)tidak adanya larangan
perkawinan semarga Yyang akanmengakibatkan hancurnya kehidupan
masyarakatnya.Tidak lepas dari tujuansyariah yaitu kemaslahatan atau
kesejahteraan umat manusia, baikuntuk jangka pendek maupun jangka panjang.
Dan dalam Islamdibolenkan melakukan perkawinan apabila perkawinan

itumembawa ke arah kebaikan dan perbaikan

2. Tinjauan Hukum Adat dalam Perkawinan Semarga

Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya perkawinan semarga dalam hukum
adat tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai satu keturunan, satu nenek
moyang, dan satu perut ( sabutuha ) kemudian dari adanya tarombo atau silsilah
marga maka dari itu para leluhur dahulu mengatakan marga itu untuk mengetahui
jenjang keturunan dan yang semarga itu sampai kapanpun adalah saudara
kandung.Dan masyarakat muslim batak toba mempunyai aturan hukumpernikahan
adat bagi masyarakat itu sendiri. Disamping mereka diatur oleh hukumislam yang
ketat mereka juga diatur oleh hukum adat yang bahkan lebih ketat darihukum
islam  itu  sendiri  walau hukum islam  telah  memperbolehkan
melangsungkanpernikahan yang telah ditetapkan. Hal ini didasari oleh kebiasaan-
kebiasaan atauadat istiadat yang menjadi tradisi bagi masyarakat adat batak toba

khususnya dalamhal perkawinan.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan mengenai larangan pernikahan semarga,

makadapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan Hukum Islam larangan perkawinan semarga tidak sesuai dengan
Hukum Islam karena saudara semarga tidak termasuk dalam orang-orang
yang haram untuk dinikahi menurut Al-Qur’an dan Hadist. Dengan demikian
dapat dikatakan perkawinan semarga dikatakan boleh (mubah)

Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya perkawinan semarga dalam hukum
adat tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai satu keturunan, satu nenek
moyang, dan satu perut ( sabutuha ) kemudian dari adanya tarombo atau
silsilah marga maka dari itu para leluhur dahulu mengatakan marga itu untuk
mengetahuinya jenjang keturunan dan yang semarga itu sampai kapanpun

adalah saudara kandung.

. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian diatas, maka yang menjadi saran

penulisdalam penelitian ini adalah.

1. Hendaknya para ulama, tokoh masyarakat dan penghulu adatmengadakan

kajian ulang mengenai larangan perkawinan semargayang sudah lekat dan
mendarah daging dalam pandangan masyarakatsebagai sebuah ketentuan yang

dianggaptelah sesuai dengan hukumlslam, sehingga dapat meluruskan

54
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pemahaman sebelumnya yangtelah menjadi tradisi dalam masyarakat. Peran
aktif para ulama, tokohmasyarakat danpenghulu adat sangat penting dalam

melakukanpembaharuan ini sehingga mudah diterimaoleh masyarakat.

2. Masyarakat umum hendaknya memperkaya pengetahuan keagamaan,dengan
tidak hanya mengkaji isu-isu konteporer tetapi juga hal-halyang sudah
mentradisi dalam masyarkat sehingga tidak mengikutisuatu tatanan yang
sudah ada tanpa mengetahui dasar hukumnya,dapat menentukan mana adat
yang dapat dilestarikan dan mana yangtidak sehingga mampu menjadi

penerus agama yang sanggupmembangun kehidupan masyarakat.
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No
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SS

TS

KS
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1. Drs. Burhanuddin, M. Ag |
Sebagai Dosen Pembimbing Proposal/Risalah/Makalah/Skripsi saya.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan selanjutnya. Akhirnya atas
perhatian dan kesediaan Bapak/ Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 22 April 2021
Hormat Pemohon,

Ika Saprianti Butar-Butar
Keterangan
Dibuat rangkap 3 : -  Untuk Dekan / Fakultas
- Untuk Ketua / Sekretaris Prog. Studi
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